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ABSTRAK 

Islam memberikan wadah untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita 

sesuai dengan syariat yaitu melalui akad yang sah. Namun dengan perkembangan 

zaman, terjadi permasalahan dalam masyarakat yaitu sering terjadinya perkawinan 

yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur atau di usia dini. 

Permasalahan penelitian ini ialah bagaimana batasan usia perkawinan dalam 

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan bagaimana praktik perkawinan di bawah 

umur di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No. 

16 Tahun 2019 dan praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Manyak 

Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah 

umur di Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang masih ada beberapa masyarakat 

yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur, dikarenakan alasan-alasan 

serta keyakinan kuat mereka untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Namun 

pada dasarnya ketentuan batasan usia perkawinan telah di atur dalam Undang-

undang No.16 Tahun 2019 dimana seseorang boleh melakukan pernikahan apabila 

telah mencapai umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.  

Kata kunci: Pernikahan Dibawah Umur, Batas Usia Nikah, Undang-Undang 

Perkawinan 
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ABSTRACT 

Islam provides a place to justify the relationship betwaan men and women in a 

accordance with the conditions, namely through a valid contract. However, with 

the times, there area problems in society, namely the frequent occurrence of 

marriages carried out by someone who is still underage or at an early age. The 

problem of this research is how the age limit for marriage in Law No. 16 Of 2019 

and how the practice of underage marriage in Manyak Payed District, Aceh 

Tamiang Regency. The purpose of study was to determine the age limit for 

marriage in Law No. 16 Of 2019 and how the practice of underage marriage in 

Manyak Payed District, Aceh Tamiang Regency. This research uses a qualitative 

descriptive method with data collection techniques, namely data, namely 

observations, interviews and documentation. The results of the study indicate thet 

that the practice of underage marriage in Kec. Manyak Payed Kab. Aceh 

Tamiang, there are still some people who practice underage marriage, due to 

reasons and their strong belief to carry out the marriage. But basically the 

provisons the age limit Law No. 16 Of 2019 where a person may marry if they 

have reached the age of 29, both male and female.  

Keyword: Underage Marriage, Marriage Age Limit, Marriage Law 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Sejatinya manusia sejak dilahirkan kedunia sudah memerlukan orang lain atau 

hidup bersama orang lain. Hidup bersama dimulai dari sebuah pernikahan, yaitu 

antara laki-laki dan perempuan yang dimana telah memenuhi segala persyaratan 

sebagai pasangan.
1
 Manusia merupakan makhluk yang sangat dimuliakan oleh 

Allah SWT sehingga di dalam kehidupannya diatur hukum perkawinan. Oleh 

karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis 

sesuai dengan ajaran hukum Islam. Hal ini bertujuan agar manusia ketika 

melakukan sesuatu tidak hanya menuruti hawa nafsu saja. 

Islam memberikan wadah untuk mewujudkan hal tersebut dengan syariat 

perkawinan yang sah. Sedangkan tujuan lain dalam perrkawinan dalam Islam 

selain untuk memenuhi kebutuhan rohani maupun jasmani manusia juga untuk 

membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam 

menjalani hidup di dunia, dan juga mencegah perzinahan, agar tercipta 

ketenangan dan ketentraman jiwa bagi makhluk hidup. Sementara itu, sesuai 

dengan perkembangan zaman, terjadi permasalahan dalam masyarakat yaitu 

sering terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup 

umur. Islam mensyari’atkan untuk membangun rumah tangga sebagai 

                                                           
1
A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, Cet. II, (Bandung: Al-Bayan, 1995), h. 
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sarana meraih sebuah kebahagian yang dibentuk melalui sebuah perkawinan. 

Sebuah perkawinan bukanlah hanya sekedar sebagai tempat penyalur kebutuhan 

rohani saja tetapi lebih daripada itu. Perkawinan di dalam islam dinilai sebagai 

sebuah ikatan yang dijalin melalui komitmen yang sebelumnya telah 

direncanakan, agar terlaksananya rumah tangga yang bahagia dan tentram.  

Salah satu hal yang dibahas didalam ajaran Islam adalah tentang perkawinan. 

Menurut ilmu fiqih salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan 

adalah faktor usia karena seseorang dapat dilihat apakah sudah mampu bersikap 

dewasa untuk menjalani sebuah perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) dewasa merupakan sampai umur atau baligh.
2
 Para ulama 

muslim sepakat memberikan batasan perkawinan setelah usia baligh, biasanya 

sekitar umur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Sekedar mampu 

melaksanakan perkawinan itu bukan menjadi tolak ukur untuk pelaksanaannya, 

tetapi siap mental dan psikis serta kejiwaan yang mampu menjadikan keyakinan 

bahwa siap menjalaninya baik dari pria maupun Wanita itu sendiri.  

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-undang tersebut, kematangan 

usia perkawinan diukur menurut kematangan jiwa dan raga. Menurut Bab II Pasal 

7 Ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan bila pria sudah mencapai 

umur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Tetapi, pada masa sekarang, telah 

                                                           
2
https://KBBI.Kemendikbud.go.Id  

https://kbbi.kemendikbud.go.id/


3 

 

 

dilakukan perubahan terhadap Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan 

dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. 

Sejak diresmikan nya Undang-undang perkawinan Tahun 1974, masyarakat di 

Indonesia menjadikan Undang-undang tersebut  sebagai pedoman pelaksanaan 

perkawinan. Salah satu hal yang dibahas dalam Undang-undang perkawinan di 

Indonesia adalah calon suami istri harus telah matang dari segi jiwa serta raga 

agar bisa melaksanakan perkawinan. Dengan adanya aturan ini tujuan perkawinan 

akan lebih mudah dicapai. Masalah usia perkawinan sangat erat hubungannya 

dengan kecakapan bertindak, hal tersebut tentu dapat dipahami karena perkawinan 

merupakan perbuatan hukum yang harus dapat dipertanggung jawabkan.  

Menurut ajaran ilmu fiqih seseorang dianggap dewasa dan bisa menikah 

apabila telah Baliqh. Pada fase ini, anak telah memiliki kesadaran penuh akan 

dirinya, sehingga bisa bertanggung jawab terutama tanggung jawab agama dan 

sosial. Hal tersebut berbeda dengan aturan yang berlaku sesuai peraturan 

perundang-undang perkawinan di Indonesia. Batas usia pernikahan jika secara 

Islam hanya menyebutkan tanda-tanda biologis kedewasaan sedangkan di 

Indonesia menetapkan usia rata-rata seseorang diperbolehkan untuk menikah. 

Perkawinan pada usia muda sering terjadi dengan berbagai macam hal yang 

melatar belakangi tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik dan psikisnya. Setiap 

orang yang akan melakukan perkawinan harus memiliki kemampuan seperti 

kesiapan mental, fisik maupun ekonomi. Bagi yang memiliki kemampuan tersebut 
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sebaiknya menahan diri agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Maka dari itu batas 

usia perkawinan sangat penting untuk diterapkan dalam pelaksanaannya. 

Pada sisi lain masih terdapat beberapa kasus perkawinan di usia muda. Terkait 

dengan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai batas usia 

perkawinan yang diterapkan di masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten 

Aceh Tamiang. Hal yang menyebabkan perkawinan yang terjadi di desa tersebut 

biasanya karena faktor adat dan budaya, faktor perjodohan oleh orang tua, serta 

kemauan anak. Ada beberapa pihak yang memilih untuk mengikuti peraturan 

sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan ada juga yang menerapkan 

sesuai ketentuan agama Islam yang dimana jika calon mempelai telah baligh maka 

sudah diperbolehkan melaksanakan perkawinan. Melalui Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2019 yang telah dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan 

Wanita apabila sudah mencapai umur 19 tahun. Karena pada umur tersebut ialah 

batas usia manusia mampu berbuat hukum sehingga dapat bertanggung jawab atas 

apa yang diperbuat. 

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa dari umur saja tidak bisa menjadi 

tolak ukur seseorang dikatakan dapat menikah, tetapi di butuhkankan sebuah 

kesiapan yang matang, karena untuk kelancaran dimasa depan, yang dimana 

sangat berpengaruh baik bagi calon suami sebagai kepala rumah tangga maupun 

sebagai calon istri. Dengan demikian maka diberlakukannya Undang-undang 

perkawinan, yang dimana laki-laki dan perempuan boleh melaksanakan 

perkawinan jika usia sudah seperti yang ditetapkan. Maka dalam hal ini penulis 
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tertarik hal ini lebih lanjut dengan judul “Batasan Usia Perkawinan dalam 

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan di Bawah 

Umur di Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang”.  

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana batasan usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019? 

2. Bagaimana praktik perkawinan di bawah umur di Kec. Manyak Kab. Aceh 

Tamiang?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui batasan usia perkawinan menurut Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019. 

2. Untuk mengetahui praktik perkawinan di bawah umur di Kec. Manyak 

Kab. Aceh Tamiang. 

D. Kegunaan Penelitian  

Adapun didalam penelitian ini, ada tujuan yang ingin dicapai dan bisa 

memberi manfaat dan kegunaan bagi pihak lain, diantaranya: 

a. Secara Teoritis 

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan bisa memperluas dan 

menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum terutama dalam legalitas 

batas usia perkawian. Dan juga untuk mengetahui bagaimana batas usia 

perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 
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b. Secara Praktis 

Kegunaan praktis penilitian ini diharapkan semoga dapat memberikan 

informasi dan berguna sebagai bahan masukan pengetahuan untuk pihak-pihak 

yang ingin membahas tentang batas usia perkawian. Yang dimana telah 

ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

E. Penjelasan Istilah 

Agar tidak terjadi keliru dan kesalahan dalam memahami, maka perlu sedikit 

penulis sampaikan untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalam karya 

ilmiah ini, diantaranya: 

1. Perkawinan: ialah akad yang mengesahkan hubungan antara pria dan 

wanita untuk menjadi pasangan suami istri serta untuk memperoleh 

keturunan. 

2. Usia: ialahkurun waktu sejak adanya seseorang. Menurut Undang-undang 

No. 16 Tahun 2019, ada batasan usia yang ditetapkan untuk seseorang 

boleh melaksanakan pernikahan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun 

perempuan. 

F. Kajian Pustaka  

Untuk memperjelas penulisan dalam penelitian ini, penting untuk penyusun 

melakukan kajian terhadap hasil penelitian yang telah membahas tema yang sama 

sesuai dengan proposal ini, diantaranya:   
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Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuriyah Mahasiswa UIN Sulthan 

Thaha Syaifuddin tahun 2020, dengan judul skripsi “ Batas Usia Perkawinan 

(Studi Komparatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum 

Islam)”. Dalam penelitian ini membahas tentang batas usia perkawinan menurut 

hukum Islam dalam syariat Islam tidak membatasi usia untuk menikah, apabila 

telah sanggup dari kematangan jasmani (baligh, sehat akal), finansial atau 

keuangan serta perasaan yang mampu membedakan mana yang baik atau yang 

salah.
3
 Jadi, dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas batas usia 

perkawinan dan jenis penelitian juga sama-sama menggunakan hukum normatif. 

Dan perbedaan dengan skripsi ini ialah lebih membahas putusan Mahkamah 

Konstitusi terhadap batas usia perkawinan, sedangkan pembahasan yang disusun 

oleh penulis ialah lebih membahas bagaimana batas usia pernikahan di Kec. 

Manyak payed dan juga bagaimana praktiknya. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nur Agustin Mahasiswa UII 

Yogyakarta tahun 2018, dengan judul  skripsi “Studi Komperasi tentang Batas 

Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan 

Malaysia”. Dalam penelitian ini  membahas tentang hukum islam secara tersirat 

sudah memberikan ketentuan diperbolehkannya seseorang untuk menikah, yakni 

jika kedua mempelai telah melewati masa akhil baligh, namun hal ini belum 

ditetapkan berdasarkan umur yang sesuai sebab setiap orang melewati masa Akhil 

balik yang berbeda-beda, sedangkan dalam Undang-undang perkawinan Indonesia 

                                                           
3
Siti Nuriyah, “Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi dan Hukum Islam)”, (UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi: Fakultas Syariah, 2020), h. 

64 
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telah menentukan usia bagi pasangan calon yang ingin melaksanakan perkawinan 

pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.
4
 Jadi, dalam 

penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang batasan usia menikah. Untuk 

perbedaan dengan skripsi ini ialah lebih membahas bagaimana sistem hukum 

perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan pembahasan yang disusun oleh 

penulis ialah lebih membahas bagaimana batas usia pernikahan di Kec. Manyak 

payed dan juga bagaimana praktiknya. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Reni Febrianti, Mahasiswa IAIN Bone 

tahun 2020, dengan judul skripsi  “Usia Menikah dalam Perspektif Hukum 

(Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Dalam penelitian ini 

membahas tentang konsep usia menikah menurut hukum islam bervariasi. 

Sebagian ulama mengatakan bahwa usia minimal seseorang untuk melangsungkan 

perkawinan adalah baligh dengan ciri bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan 

haid (menstruasi) bagi perempuan. Sebagian ulama yang lain menetapkan bahwa 

usia minimal untuk menikah tidak hanya dilihat ciri fisik saja, tetapi juga pada 

kesempurnaan akal dan jiwa. Jadi pada dasarnya para ulama tidak memberikan 

batasan secara spesifik mengenai usia menikah. Sedangkan menurut hukum 

positif, usia untuk melangsungkan pernikahan pun bervariasi. Sebagai mana yang 

disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa 19 

                                                           
4
Aulia Nur Agustina, “Studi Komperasi tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum 

Perkawinan Indonesia dan Malaysia”, (UII Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, 2018), h. 

103 
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tahun bagi laki-laki dan perempuan.
5
 Jadi, dalam penelitian ini sama-sama 

membahas tentang batas usia perkawinan. Dan untuk perbedaannya ialah 

penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana batas usia menikah dari 

perspektif hukum islam dan hukum positif. Sedangkan pembahasan yang disusun 

oleh penulis ialah lebih membahas bagaimana batas usia pernikahan di Kec. 

Manyak payed dan juga bagaimana praktiknya. 

G. Kerangka Teori 

Untuk pembahasan penelitian ini penulis menggunakan teori hukum Islam, 

yaitu teori  legalitas. Teori legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada 

pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang 

mengaturnya. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Qur’an 

diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain asas ini 

dalam pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaan dan disamping-samping perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
  

Teori lainnya tentang pembatasan umur, yaitu umur minimal yang 

diperbolehkan untuk menikah bagi calon suami istri. Batas umur minimal tidak 

terdapat dalam berbagai mazhab secara konkrit yang dinyatakan dengan bilangan 

angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya, 

sedangkan balik tidak dapat dinyatakan sebagai ukuran pasti bagi semua orang. 

                                                           
5
Reni Febrianti, “Usia Menikah dalam Perspektif Hukum (Studi Komperatif Hukum Islam dan 

Hukum Positif)”, (IAIN Bone: Fakultas Syariah, 2020), h. 52-53 
6
Muhammad Daud Ali,  Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), h. 46 
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Pembatasan umur memang sangat besar gunanya, diantaranya untuk melihat 

kedua mempelai apakah sudah cukup untuk bertanggung jawab dalam berumah 

tangga serta apakah sudah matang terhadap sesuatu kewajiban yang akan terjadi 

kepada keduanya.
7
 Selanjutnya teori yang digunakan yaitu teori pluralisme 

hukum, ialah yang dimana masyarakat dihadapkan pada berbagai pilihan hukum, 

yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Dengan kata lain suatu 

situasi dimana ada dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam bidang sosial 

yang sama. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, masih-masing bab terdiri dari 

beberapa sub bab, tujuannya untuk mendapat hasil penelitian yang bersifat 

sistematika maka diperlukan pada sistematika dalam penelitian ini.  

BAB  I  Pendahuluan, pada bab ini berisikan tentang: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

penelitian dan rencana waktu penelitian. 

BAB II  Landasan Teori pada bab ini berisi tentang pengertian perkawinan 

menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 

rukun dan syarat nikah, tujuan nikah, perkawinan di bawah umur, 

dan faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur. 

                                                           
7
Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Persada Media, 2003), h. 49 
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BAB III Metodologi Penelitian, pada bab ini berisikan tentang metode 

penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, jenis 

penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini membahas 

mengenai gambaran umum lokasi penelitian, batasan usia 

perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik 

perkawinan di bawah umur di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten 

Aceh Tamiang, dan analisis penulis. 

BAB V   Penutup, berupa bab yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

I. Rencana Waktu Penelitian  

Rencana waktu penelitian tentang batasan usia perkawinan dalam Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik perkawinan dibawah umur di 

Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, akan diselenggarakannya 

setelah seminar proposal dan setelah mendapatkan izin dari Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Langsa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 

16 Tahun 2019 

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, 

yaitu  نكاح (nikah) dan زواج (zawaj).
8
 Di dalam Bahasa Indonesia sendiri, 

perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiki arti yaitu membentuk suatu 

keluarga dengan lawan jenis atau dengan kata lain antara laki-laki dan perempuan, 

yang dimana melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
9
  Menurut KBBI 

perkawinan ialah menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah 

menjadi suami istri untuk membangun keluarga.
10

 Seperti yang dijelaskan dalam 

surat an-Nisa’ ayat 3: 

َث َ مَ ءَ سآاْنَ َنَ مَ َمَ كَ ْ ََابَ اطَ امَ وَ حَ كَ انَ ىَفَ مَ ت يََ َاَْ ف ََاوَ طَ سَ قَ َُ َ لََّا ََمَ ت فََ خَ َنَ ا وََ  َنَ ا فََ َۚ  عَ ب رَ وََ َثَ لَ ث َ َوَ ن 
 ۚ  او َْ وََ عَ ُ َ لَََّاَ نَ دَ ا ََكَ ْ ذََ َۚ  مَ كَ انَ ي َ ا ََتَ كَ لَ امَ مَ وَ ا ََةَ دَ احَ وَ اف َ و َْ َ دَ عَ ُ َ لََّا ََمَ ت فََ خَ 

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika 

kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja, 

atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu 

lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S An-Nisa: 3) 

 

Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan suci 

antara pria dan wanita untuk membangun keluarga bahagia. Jadi dapat di artikan 

                                                           
8
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35 

9
Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, h. 7 

10
https://Kbbi.Web.id    

https://kbbi.web.id/
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bahwa perkawinan ialah sebuah perjanjian. Yang dimana mengandung arti bahwa 

tidak ada keterpaksaan atau bebas antara pihak yang saling berjanji, karena dasar 

suka sama suka. Perjanjian yang dimaksud itu berupa ijab dan qabul yang 

dilaksanakan dalam satu majlis.
11

 

Prof. Subekti, SH juga berpendapat mengenai perkawinan yaitu sebuah ikatan 

yang sah antara pria dan wanita dalam jangka masa yang lama.
12

 Yang dapat 

diartikan bahwa perkawinan ialah hubungan yang sah antara pria dan wanita yang 

terjalin dalam suatu ikatan yang bernama pernikahan. Dikatakan dalam jangka 

masa yang lama ialah, pernikahan sendiri termasuk ibadah yang paling lama 

dijalankan oleh manusia. Membentuk keluarga sesuai syariat dan bahagia, kekal, 

dan abadi. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa ahli yang berpendapat tentang 

sebuah perkawinan, yaitu sebuah perjanjian ikatan suci antara laki-laki dan 

perempuan dan membentuk hubungan yang sah dan akan di jalankan dalam 

jangka waktu yang Panjang. 

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Adapun pengertian perkawinan dalam istilah hukum Islam, diantaranya 

ialah perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan untuk 

diperbolehkan antara pria dan wanita serta menghalalkan bersenang-

senangnya antara pria dan wanita.
13

 Menurut para Imam mazhab mereka 

mendefinisikan pengertian perkawinan, diantaranya menurut Imam Syafi’I, 

                                                           
11

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 18 
12

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 2013), h.78 
13

Abdul Rahman Ghojali, Fiqih Munakahat, h. 8 
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perkawinan ialah akad yang menjadikan halal hubungan seksual antara laki-

laki dan perempuan. Dan Adapun menurut Imam Hanafi perkawinan adalah 

perjanjian yang melalui akad dan menjadikan halal sebuah hubungan sebagai 

suami istri antara laki-laki dan perempuan.
14

 Sedangkan dari golongan Imam 

Malikiyah menjelaskan pengertian  perkawinan yaitu akad yang 

memperbolehkan laki-laki untuk bisa mencapai kepuasan dari seorang 

perempuan.
15

 

Islam melihat bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara menghalalkan 

hubungan antara pria dan wanita.
16

 Pernikahan menurut hukum Islam ialah 

perkawinan, yang merupakan akad yag sangat kuat atau mitsaqaan ghalidzan 

untuk melaksanakan perintah Allah dan menaatinya yang merupakan salah 

satu ibadah, sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
17

 Jadi, 

dalam hukum Islam ada akad yang tidak sah. Akad yang sah ialah akad yang 

dilakukan dengan syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi atau lengkap sesuai 

dengan syariat. Adapun akad yang tidak sah ialah akad yang dilakukan tidak 

sesuai dengan syarat dan rukun nikah.  

Abu Zahrah berpendapat bahwa perkawinan ialah jalan yang 

menghalalkan hubungan badan atau bioogis antara pria dan wanita, jadi 

dengan terjadinya pernikahan ini antara suami dan istri memiliki hak dan 

                                                           
14

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.  24 
15

Nabiela Naily dan Nurul Asiya Nadhifah, dkk, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 4  
16

Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep 

Kafa’ah dalam Hukum Islam”, Jurnal Yustisia: Fakultas Hukum Universal Sebelas Maret, Vol. 1, 

No. 2,  (Mei-Agustus 2012), h. 100 
17

Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam”, Jurnal 

Crepido, Vol. 02, No. 02, (November 2020), h. 112 
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kewajiban yang harus dilengkapi antara satu sama lainnya sesuai dengan 

syariat. Pernikahan sesungguhnya dapat dikatakan sebagai sebuah pengikatan 

suci antara laki-laki dan perempuan, yang mana didasari oleh rasa sayang, 

cinta, dan kasih satu sama lainnya. Sehingga tidak adanya menjalankan 

pernikahan karena keterpaksaan melainkan keinginan sendiri. Pengikatan suci 

dalam pernikahan di sahkan atau dinyatakan melalui ijab dan qabul yang 

dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang dimana 

memiliki hak atas keduanya.
18

 

2. Perkawinan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 

Setiap negara mendambakan kehidupan yang makmur, damai dan 

sejahtera, Untuk itu dibutuhannya sebuah peraturan yang dimana bisa 

menimbulkan kesadaran dan juga mengurangi permasalah, dan masyarakat lah 

yang berperan dalam sejauh mana mewujudkan kesejahteraaan terutama pada 

masalah perkawinan. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang diganti ke Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan suci antara 

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
19

 

Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan 

kepercayaan masing-masing, dan dicatat berdasarkan perundang-undangan 

yang berlaku. Perubahan batas usia perkawinan yang sekarang itu disebutkan 

                                                           
18

Ibid. h. 113 
19

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 ialah laki-laki dan perempuan 

boleh melaksanakan pernikahan apabila  sama-sama telah mencapai umur 19 

tahun, yang dimana sebelumnya di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 

1974 bahwa laki-laki boleh melaksanakan pernikahan apabila mencapai umur 

19 tahun dan bagi perempuan apabila telah mencapai umur 16 tahun.  

Mengenai perubahan UU No. 1 Tahun 1974 ialah tentang perkawinan 

yang membahas batas usia melaksanakan pernikahan, lalu dilakukan 

perbaikan yang dimana untuk menaikkan batas minimal usia nikah bagi 

perempuan. Yang sebelumnya 16 Tahun dinaikkan menjadi 19 Tahun. Batas 

usia yang telah ditetapkan merupakan umur yang sudah matang secara fisik 

dan mental yang memungkinkan terciptanya pernikahan sesuai dengan 

tujuannya dan mengurangi pernikahan yang berakhir pada perceraian.  

Perumusan Undang-undang perkawinan yang ditetapkan itu telah disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, dimana maraknya terjadi 

perkawinan di bawah umur. Jadi dengan adanya penambahan batas usia 

perkawinan itu bisa mengurangi kelahiran anak yang tinggi, dan menyebabkan 

resiko kematian pada si ibu dan anak. Serta dapat mewujudkan hak-hak anak 

yaitu untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan Pendidikan yang 

layak dan semestinya.
20

 

  

                                                           
20

Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, “Pelaksanaan undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Terkait Perkawinan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten 

Bandung Barat”, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2, No. 2, (2020), h. 134 
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B. Rukun dan Syarat Nikah 

Akad di dalam perkawinan dapat dikatakan sah apabila ada terlaksanakannya 

rukun dan syarat pernikahan. Rukun ialah sesuatu yang harus ada, karena dialah 

yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkerjaan (ibadah), dimaksudkan tidak 

sahnya pekerjaan jika syarat tidak terpenuhi ialah seperti dalam pelaksanaan 

shalat yang dimana harus ada takbiratul ikhram, dan contoh lain seperti dalam 

pelaksanaan perkawinan yaitu harus adanya calon kedua mempelai untuk 

terjadinya sebuah pernikahan. Syarat ialah sesuatu yang harus ada, karena dialah 

yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkerjaan  (ibadah), tetapi ia tidak 

masuk dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. contohnya seperti syarat dalam 

sembahyang yaitu harus menutup aurat, dan jika dalam perkawinan salah satunya 

yaitu calon kedua mempelai harus berakal dan beragama Islam. Jadi terjadinya 

sah dalam pernikahan yaitu apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi.
21

  

Mengenai sah tidak sahnya suatu pernikahan ada rukun yang memang harus 

terpenuhi, berikut rukun-rukun nikah, diantaranya: 

1. Mempelai laki-laki; 

2. Mempelai perempuan; 

3. Wali; 

4. Dua orang saksi; 

5. Ijab qabul.
22

 

                                                           
21

Abdul Hamid Hakim, Mahadi Awaliyah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 8 
22

Slamet Abidin, dkk, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 68 
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Selanjutnya syarat, karena syarat dalam pernikahan ialah sesuatu yang harus 

ada dalam pelaksanaan pernikahan.
23

 Berikut beberapa syarat untuk calon suami, 

istri, wali, dan saksi, diantaranya: 

1. Syarat -syarat sebagai suami dan istri yaitu: 

 Berakal, baligh, dan merdeka; 

 Bukan mahram dari calom mempelai Wanita: 

 Tidak sedang melakukan ihram; 

 Tidak terpaksa melakukan pernikahan, harus kemauan sendiri. 

2. Syarat-syarat sebagai wali, yaitu: 

 Laki-laki; 

 Baliqh, berakal, dan merdeka; 

 Waras pikirannya; 

 Adil;  

 Tidak dipaksa; 

 Tidak sedang berihram; 

3. Syarat-syarat sebagai saksi, yaitu: 

 Laki-laki; 

 Baliqh, berakal, dan merdeka; 

 Waras pikirannya; 

 Tidak karena paksaan; 

 Adil; 

                                                           
23

Syarifuddin Latif, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Watampone: CV Berkah Utami, 

2010), h. 10 
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 Dapat mendengar dan melihat; 

 Paham Bahasa yang akan digunakan saat ijab dan qabul; 

 Tidak sedang berihram; 

Shigat yaitu lafadz yang digunakan dalam akad. Dalam pelaksanaan shighat 

ini, harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Baik saat melakukan akad, 

si penerima akad, maupun saksi.
24

  

Terkait dengan jumlah rukun menikah, para fuqaha tidak membuat 

kesepakatan dalam hal ini. Karena Sebagian dari mereka ada yang menambahkan 

unsur yang dimana nantinya bisa dijadikan hukum nikah. Seperti Imam syafi’i 

menjelaskan rukun pernikahan ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua 

orang saksi, dan sighat.
25

 Adapun menurut Imam Malik menyebutkan rukun 

nikah, yaitu diantaranya: wali, mahar, calon suami, calon istri, dan sighat. Mahar 

merupakan hak si wanita, karena dengan pemberian mahar tersebut, dengan 

artiaya si wanita rela  dan suka dibina oleh laki-laki yang baru saja menikahinya. 

Mempermahal mahal merupakan suatu hal yang tidak disukai dalam islam, 

contohnya seperti mempermahal mahar karena akan mempersulit hubungan 

pernikahan nantinya. Dalam pemberian mahar juga pada dasarnya merupakan 

suatu perbuatan yang baik dan terpuji, walaupun termasuk dalam syarat sahnya 

nikah, sebagaimana saksi pernikahan yang telah ditetapkan sebagai syarat sahnya 

nikah oleh Imam Syafi’i.  

                                                           
24

Ibid, hlm. 40 
25

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum 

Islam”, Jurnal Yudisia, vol. 5, No. 2, (Desember 2014), h. 291 
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Syarat pernikahan pada dasarnya harus dipenuhi karena itu yang menentukan 

sah atau tidaknya suatu pernikahan, dan dari syarat pernikahan ini juga awal 

terbentuknya kewajiban dan hak antara suami istri. Dalam pernikahan, ijab qabul 

merupakan akad nikah yang memenuhi syarat sebagai berikut, sebagaimana 

pendapat yang disampaikan oleh As-Sayyid Sabiq, yaitu: 

1. Pihak yang melakukan akad merupakan orang yang memiliki wewenang 

yang penuh; 

2. Orang yang melakukan akad  itu harus berakal, baliqh, dan merdeka; 

3. Saat melakukan ijab qabul sebaiknya kedua belah pihak yang berakad 

berada dalam satu tempat dan saling mengerti bahasa atau ucapan lawan.
26

 

 

C. Tujuan perkawinan 

Pernikahan ialah sebuah ucapan janji yang diikrarkan oleh suami dan isteri 

sebagai pasangan terhadap diri mereka dan juga terhadap Allah. Dalam kehidupan 

perkawinan memiliki prinsip yaitu manusia hidup secara berpasangan-pasangan, 

yang dimana antara laki-laki dan perempuan harus melaksanakan pernikahan dan 

menjalankan kehidupan bersama-sama dengan sebuah ikatan yang bahagia.  

Tujuan perkawinan didalam Islam telah ditegaskan dalam Al-Qur’an, sebagai 

sumber ajaran utama. Seperti yang di sebutkan dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum 

ayar 21, yaitu: 

                                                           
26

Ibid, h. 292 
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َا ي ت ه ك ن  وَ ۚ  و م ن  اْ ت س  َا ز و اج  ك م  َا ن  ف س  َم ن  َْ ك م  َخ ل ق  َا ن  َمََۚ  ِ  ن ك م  َب  ي   و دَة َاا ْ ي  ه او ج ع ل 

َلّ  ي تٍَْ ق و مٍَيَ ت  ف كَر و نَ َۚ  وَر حْ  ةَ  ْ ك  َا نََفِ  َذ 
َArtinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan si 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21) 

 

Menjalani kehidupan yang Sakinah tentunya harus dibalut dengan rasa kasih 

sayang dan cinta, bahkan rasa saling mengerti antara pasangan suami dan istri. 

Karena istri merupakan pakaian suami dan begitupun sebaliknya, inilah yang di 

jadikan tujuan utama di syariatkannya pernikahan dalam islam. Dalam 

melaksanakan pernikahan, suasana yang dibangun atas dasar yang kuat antara 

suami dan istri, yang dimana mereka merupakan pasangan yang sekufu. Kafaah 

atau sekufu dalam perkawinan merupakan sebanding, seperti mereka berasal dari 

agama yang sama atau ingin bercita-cita melahirkan keturunan yang shalih dan 

shalihah. Kafaah sendiri memiliki peran penting dalam pernikahan. Dalam islam 

juga ada tujuan pernikahan yang lain yaitu melahirkan keturunan yang baik. Hal 

ini bukan hanya untuk melahirkan keturunan saja tetapi harus mendidiknya, 

membantu anak untuk berkembang serta membentuk generasi yang bermanfaat 

dan berkualitas, yang paling utama yaitu taat kepada Tuhannya.
27

  

Perkawinan pada dasarnya tidak hanya sebatas kepada kebutuhan biologis 

dalam ikatan sah saja, melainkan dimensi kehidupan yang sangat penting dalam 

kehidupam masyarakat. Dengan kata lain, perkawinan bukan hanya tentang unsur 
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rohani saja, tetapi juga mumpunyai unsur jasmani. Di dalam pasal 3 KHI yang 

dinyatakan “Perkawinan  bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah”. Yang memiliki arti, Sakinah yaitu 

tenang, yang bermakna bahwa kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami isteri 

berjalan dengan tentram tanpa adanya godaan dari siapa saja. Mawaddah, 

memiliki makna rasa cinta yang ditanam dalam keluarga, sedangkan warahmah 

memiliki makna rasa kasih sayang dalam keluarga.
28

 Dalam Islam tujuan 

perkawinan ialah untuk memenuhi Sebagian hajat manusia, antara laki-laki dan 

perempuan yang ingin mewujudkan keluarga yang penuh dengan kasih sayang 

dan rasa cinta, serta untuk memperoleh keturunan.  

Fungsi lain dalam perkawinan yaitu untuk menjauhkan manusia dari perbuatan 

perzinaan serta perbuatan yang tidak senonoh lainnya, yang dimana efek dari 

perbuatan tersebut akan mengakibatkan fatal salah satunya terjangkitnya penyakit 

kelamin dan bisa menular dengan cepat melalui hubungan badan. Selain itu dalam 

pernikahan juga sebagai tempat pembentukan karakter untuk menjadi pribadi yang 

baik, kuat serta bertanggung jawab. Dimana dalam hubungan tersebut bersama-

sama membangun rumah tangga yang kokoh, memikul masalah bersama dalam 

berumah tangga. Jadi bagi sesiapaun yang telah mampu bertanggung jawab, baik 

fisik, ekonomi, mental maupun sosial sebaiknya diwajibkan untuk melaksanakan 

pernikahan, agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. 
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Uraian diatas telah membahas beberapa tujuan dari sebuah pernikahan. 

Adapun tujuan pernikahan secara umum dibuat secara khusus dalam maqashid 

syari’ah oleh Jamaluddin, yaitu: 

a. Tandhim al’alaqah bain al jinsain (mengatur ikatan antar dua jenis 

manusia); 

b. Hifdh al nasl (menjaga perkembangbiakan); 

c. Tahqiq al sakn wa al mawaddah wa al rahmah (realisasi ketentraman, 

keramah-tamahan dan kasih sayang); 

d. Hifdh al nasb (menjaga nasab); 

e. Hifdh al tadayyun fi al usrah (menjaga keberagaman dalam keluarga); 

f. Tandhim al janib al mu’assaisy li al usrah (mengatur sisi k eorganisasian 

bagi keluarga); 

g. Tandhim al janibal maliy lil al usrah (mengatur sisi finansial bagi 

keluarga)
29

 

Seperti yang telah disebutkan tujuan pernikahan diatas, ada juga dijelaskan 

dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia tentang tujuan perkawinan, yang 

disebut dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, yaitu tujuan 

perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang tentram serta kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam islam sudah ditetapkan penting 

akannya perkawinan, salah satunya disebutkan dalam Al-Qur’an surah Al-

Baqarah ayat 187, bahwa para isteri adalah pakaian suami, dan sebaliknya suami 
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adalah pakaian bagi isterinya. Kehidupan yang damai, tentram, dan bahagia, serta 

saling pengertian dan ada rasa cinta dan kasih antara suami istri, itulah yang 

sebenarnya tujuan disyariatkan nya perkawinan dalam islam. Dan Islam juga 

menganjurkan  perkawinan yaitu membangun keluarga untuk membentuk 

kebahagiaan hidup, serta islam juga memberikan tatacara atau proses perkawinan 

yang berlandaskan Al-Qur’an dan sunnah.
30

 

Terdapat banyak pendapat lain tentang tujuan dari perkawinan, salah satunya 

yang disampaikan oleh Sulaiman Al-Muffaraj, ditulis dalam bukunya “Bakal 

Pernikahan” yang berisi beberapa tujuan dalam perkawinan, yaitu: 

a. Sebagai tempat untuk memperbanyak keturunan Nabi Muhammad SAW; 

b. Sebagai salah satu ibadah terlama yang dijalankan oleh manusia dan 

sebagai tempat mendekatkan diri kepada Allah Swt; 

c. Sebagai salah satu sunnah dari Allah; 

d. Sebagai tempat untuk menjauhkan manusia dari hal-hal yang tidak disukai 

atau dilarang oleh Allah, dan juga sebagai membentengi diri; 

e. Sebagai salah satu untuk menyempurnakan agama; 

f. Sebagai tempat melahirkan keturunan yang dimana bisa menjadi penolong 

untuk kedua orang tuanya; 

g. Sebagai tempat pembentukkannya rasa tanggung jawab bagi suami dan 

juga istri, dalam bentuk nafkah, membantu istri dalam membersihkan 

rumah dan sebagai tempat diperbolehkan nya hubungan intim; 
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h. Sebagai tempat menjaga manusia dari perbuatan yang buruk seperti zina, 

moral yang tidak baik, dan sebagainya; 

i. Sebagai tempat mempersatukan keluarga dari asal yang berbeda; 

j. Sebagai tempat meluapkan kasih sayang dan cinta; 

k. Sebagai tempat menunjukkan bahwa pernikahan merupakan salah satu 

kebesaran Allah, yang dimana dipertemukannya dua insan yang tidak 

mengenal antara satu dengan yang lain menjadi suatu keluarga yang 

bahagia; 

l. Sebagai tempat memperbanyak keturunan umat Islam; 

m. Sebagai tempat yang memberikan ketentraman dan juga kedamaian antara 

suami dan istri; 

n. Sebagai tempat proses membangun rumah tangga yang sesuai dengan 

syariat dan juga ketentuan dari Allah; 

o. Sebagai tempat untuk menjaga pandangan-pandangan yang tidak 

seharusnya di pandang atau haram untuk dipandang.
31

 

Jadi dari semua tujuan pernikahan yang telah disebutkan, bisa disimpulkan 

bahwa tujuan dari pernikahan itu ialah membentuk rasa tanggung jawab sampai 

dalam penjagaan dan mendidik anak, melahirkan keturunan yang shalih dan 

shalihah, membangun rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah. 

Selain itu dari pernikahan juga dapat menenangkan jiwa yang berasal dari kasih 

sayang dan cinta. Karena dengan adanya jalinan dalam sebuah pernikahan dapat 
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melengkapi antara satu dan lainnya. Dan juga sebagai tempat betukar pikiran, 

memecahkan masalah bersama, sampai maut yang memisahkan.  

D. Perkawinan Di Bawah Umur 

Mengenai pengertian perkawinan telah dijelaskan disebelumnya. Disini 

membahas tentang pengertian perkawinan di bawah umur, ialah pernikahan yang 

dilakukan seseorang yang di mana pada usia yang belum dewasa atau masih anak-

anak.
32

 Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai batasan usia pernikahan 

yang telah diaatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang di mana 

boleh melaksanakan pernikahan apabila telah mencapai usia 19 tahun baik laki-

laki atau perempuan. Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

dimana boleh melakukan pernikahan apabila telah mencapai umur 19 tahun bagi 

laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.  

Dalam artian lain bahwa perkawinan di bawah umur atau dini adalah 

pernikahan yang dilaksanakan pada usia remaja, yang dapat dikatakan sekitar usia 

10-19 tahun. Dalam Undang-undang sendiri tidak ada istilah pernikahan di usia 

muda, tetapi apabila dilihat dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

pernikahan dalam pasal 7 yang telah disebutkan diatas. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang 

dilakukan tidak sesuai dengan batas usia nikah yang telah ditentukan. Tetapi 

dengan ditetapkan batas usia nikah dalam Undang-undang tersebut bukan berarti 

bisa mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur. Apabila terjadi pernikahan 
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ini maka akan melalui proses dispensasi nikah yang di serahkan ke pengadilan, 

lalu selanjutnya akan mengikuti persidangan untuk mendapatkan hasil diizinkan 

atau tidaknya untuk melanjutkan pernikahan tersebut yang berdasarkan keputusan 

hakim.  

Secara tegas, hukum Islam tidak menetapkan batas minimal umur seseorang 

melangsungkan pernikahan.
33

 Bisa dikatakan bahwa, dalam hukum Islam tidak 

memberi batasan minimal usia seseorang untuk melakukan pernikahan. Sekalipun 

demikian, hukum Islam tetap menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan 

kewajiban menikah apabila sudah baliqh dan mukallaf. Yang artinya dianjurkan 

serta diperintahkan bagi seseorang yang telah mukallaf atau sudah dewasa itu 

melakukan pernikahan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau 

mencegah kemudharatan.  

 Dalam fiqih munakahat sendiri meluluskan adanya perkawinan di bawah 

umur, tetapi harus meninjau antara maslahat dan juga mudharatnya, agar 

terciptanya perkawinan sesuai dengan keinginan. seperti pendapat Imam Syafi’i 

dan mazhabnya, mengenai hukum pernikahan di bawah umur ialah mubah atau 

diperbolehkan, dengan alasan apabila anak yang ingin melakukan pernikahan di 

bawah umur itu telah dewasa dan mampu memilih mana yang baik dan mana yang 

buruk bagi dirinya, selanjutnya hak memilih untuk melanjutkan pernikahan atau 

tidak itu adalah pilihan mereka sendiri.
34
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Pernikahan dalam Hukum Islam memiliki arti yaitu ikatan suci sepenuh hati 

antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga dan memperoleh 

keturunan yang dilaksanakan secara syariat yang telah ditentukan.
35

 Bisa 

dirumuskan dalam hukum Islam, bahwa usia dewasa atau cukup umur merupakan 

ijtihad para ulama dalam menetapkan pantasnya seseorang untuk menikah.
36

 Yaitu 

yang biasa disebut dengan baligh. Bagi laki-laki ditandai usia balighnya dengan 

telah mengalami mimpi basah dan untuk perempuan itu ditandai dengan 

menstruasi. Di dalam kalangan ulama terjadi juga perdebatan tentang usia 

mencapai baligh ini, contohnya pada As-Syafi’i, yaitu bagi laki-laki itu sudah 

baligh apabila berumur 15 tahun atau sudah mengalami mimpi basah, dan untuk 

perempuan itu sudah memasuki umur 9 tahun dan sudah mengalami menstruasi. 

Sedangkan Abu Hanifah menyatakan batas usia pria itu ada berumur 19 tahun 

sedangkan perempuan itu 17 tahun.
37

 Ada juga pendapat dari Abu Yusuf  

Muhammad bin Hasan menyebutkan usia dewasa yaitu umur 15 tahun sebagai 

sudah baligh, dan ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan.
38

 Menurut 

beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, yang dapat dijadikan 

karakteristik seseorang telah baligh itu apabila mempertanggung jawabkan 

hukumnya. Yaitu Ketika seseorang itu telah bisa membedakan mana yang baik 
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dan buruk dan telah mengalami tanda-tanda menuju baligh, seperti mimpi basah 

bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan.  

Secara biologis dan psikis, kedewasaan seseorang sangatlah berpengaruh 

dalam hal apapun. Tetapi dalam hal ini, banyak menimbulkan perdebatan ketika 

membahas batas kedewasaan seseorang yang boleh melaksanakan perkawinan, 

yang dimana dari pandangan Islam sendiri tidak ada keberatannya atas 

perkawinan di bawah umur, karena kedewasaan dipandang sebagai salah satu 

kasih sayang Allah kepada hambanya. Telah diisyratkan dalam Al-Qur’an yaitu 

bahwa hendaknya seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan itu harus 

mampu, baik secara lahir maupun batin. Seperti yang disebutkan dalam Q.S An-

Nur ayat 32: 

لَ  َو اْص   َم ن ك م  ى َو ا م اء ك مَ و ا ن ك ح و االّ  ي ام  َع ب اد ك م  َم ن  يْ   ََۚ  ح  َالله َم ن  َيَك و ن  و اف  ق ر ا ء ي  غ ن ه م  ا ن 
ل هَ  عٌَع ل ي مٌََۚ  ف ض  و اس   و اللهَ 

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, 

dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 

sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah 

akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan 

Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S Al-An-

Nur: 32) 

 

Dari tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa ayat ini menyerukan perintah bagi 

kaum mukminin siapa saja yang belum memiliki pasangan untuk segera menikah. 

Jika mereka berkeinginan menikah untuk menjaga kehormatan, tetapi mereka 

fakir, niscaya Allah cukupkan semuanya dari luas karunia-Nya. Dan Allah Maha 

Mengetahui segala keadaan hamba-hamba-Nya.
39

 Adapun tafsir yang 
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disampaikan oleh Quraish Shibab, menafsirkan ayat tersebut sebagai 

“washalihin”,  yang berarti bagi calon suami atau istri itu seseorang yang mampu 

baik secara mental dan spiritual untuk membangun rumah tangga, karena 

pernikahan bukan hanya persoalan persiapan materi saja.  

Membahas tentang dewasa, dalam Islam dapat dikatakan dewasa apabila telah 

mencapai beberapa hal berikut, diantaranya: pertama, bagi wanita bisa 

melaksanakan pernikahan apabila mendapatkan izin dari orang tuanya. Hal ini 

berdasarkan hadits yang dijadikan sebagai pondasi oleh sebagian ulama, yaitu 

hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang membahas pernikahan Rasulullah 

dengan Aisyah, yang berisi: “Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah dalam usia 

enam tahun, dan beliau memboyong Aisyah ketika berumur 9 tahun, dan beliau 

afat pada usia delapan belas tahun” (HR. Muslim).
40

 Seperti yang disampaikan  

oleh Imam Syafi’i, beliau berpendapat bahwa usia pantas menikah bagi 

perempuan itu pada usia 9 tahun. Dan ini merupakan hasil dari hadits diatas yang 

dijadikan sebagai dasar penetapan usia pantas menikah. Kedua, tanda kedewasaan 

pada laki-laki itu telah mengalami mimpi basah dan ditandai dengan suara yang 

sudah berat. Ketiga, tanda kedewasaan yang di alami oleh seorang wanita yaitu 

apabila telah haid atau darah kotor. Keempat, batas usia yang telah disebutkan 

diatas berdasarkan pendapat dari beberapa mazhab. 

Perkawinan di bawah umur banyak memunculkan kontroversi, dari segi 

dampak, akibat dan lain-lain. Banyak yang beranggapan bahwa menikah muda 

nantinya akan sulit, tetapi bukan berarti dengan menikah di bawah umur itu bisa 

                                                           
40

Muslim, Shahih Muslim, (Jakarta: Dar Ihya’ al-kutub al-Arabiyah), h. 595 



31 

 

 

selalu membawa kebahagiaan. Pernikahan di bawah umur selalu berdampak 

negatif  maupun positif sesuai dengan tujuan pernikahan. Berikut beberapa 

dampak terjadinya pernikahan dibawah umur, diantaranya:
41

 

1. Dampak positif 

Perkawinan dibawah umur berdampak positif jika dilihat dari sisi agama 

yaitu mencegah terjadinya zina dan juga fitnah. Dan dengan menikah juga bisa  

untuk menghindari dugaan-dugaan yang buruk serta menjaga nama keluarga. 

Karena pergaulan belum tentu orang tua selalu dapat mengawasi anak-

anaknya.  

2. Dampak Negatif 

Yaitu berdampak pada kesehatan, karena bisa mengancam ibu muda yang 

mengandung dibawah 20 tahun. menurut ilmu kedokteran, mengatakan bahwa 

perempuan yang berusia dibawah 20 tahun belum siap untuk mengandung, 

yang dimana bisa menyebabkan tekanan darah tinggi karena tubuhnya yang 

belum kuat. Yang bisa menyebabkan resiko kematian pada ibu atau bayinya. 

3. Dampak Secara Psikologis 

Perkawinan dibawah umur jika dilihat dari dampak secra psikologis yaitu 

pernikahan sulit dilakukan karena pembentukan mental yang belum sempurna 

sehingga dapat mempengaruhi perkembangan dalam rumah tangga.
42

 Jadi 

kurangnya persiapan mental akan mengakibatkan keretakan dalam rumah 

tangga dikarenakan emosi yang belum stabil. 
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E.  Faktor Penyebab  Perkawinan Di Bawah Umur 

Mengenai perkawinan di bawah umur bukan sebuah rahasia umum lagi 

bahkan sudah menjadi perdebatan khusus nya pada negara berkembang salah 

satunya Indonesia.
43

 Permasalah pernikahan dini banyak beranggap negatif akan 

hal tersebut, karena ditakutkannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti 

menyebabkan si ibu meninggal saat melahirkan, anak terlantar, perceraian dan 

sebagainya. Tetapi tidak semua hasil dari pernikahan dibawah umur berakhir 

dengan kejadian yang tidak diinginkan. Dengan ini salah satu alternatif yang     

dilakukan agar tidak terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu menghindarinya, 

jadi apabila laki-laki dan perempuan itu tetap melakukan pernikahan dengan umur 

belum mencapai yang telah ditetapkan maka harus ada jaminan atau pernyataan 

yang harus dipenuhi, bahwa mereka siap secara lahir dan batin. Dan apabila 

mereka tidak bisa memberikan jaminan tersebut, maka sebaiknya pernikahan 

tersebut di cegah. Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan 

dibawah umur, diantaranya: 

1. Kemiskinan. Kemiskinan sering sekali menjadi alasan anak-anak menikah 

dibawah umur, dengan keadaan orang tua di bawah garis kemiskinan. 

Anak-anak ini beranggapan bahwa apabila mereka menikah, mungkin bisa 

meringankan beban orang tuanya.
44

 Kebanyakan orang tua menikahkan 

anaknya dengan orang yang derajatnya diatas mereka, dengan harapan 
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anaknya bisa hidup bercukupan dan bisa membantu mereka. Padahal 

kadang-kadang sebaliknya, banyak anak-anak yang belum mengerti 

dengan arti sebuah pernikahan. 

2. Jaminan dari orang tua. Biasanya orang tua menuntut anaknya 

melangsungkan pernikahan, seperti ingin cepat-cepat mendapatkan cucu 

dari sang anak. Dengan keberadaan yang mampu, orang tuanya mereka 

memberikan jaminan atau membantu serta bertanggung jawab atas 

pernikahan anaknya tersebut, bantuan yang diberikan bisa dalam bentuk 

materil atau secara moral. Padahal bisa saja dengan keadaan yang seperti 

itu akan membuat anak lepas dari tanggung jawab mereka, karena 

beranggapan bahwa biaya telah disiapkan oleh orang tuanya.  

3. Telah sampai umur Baliqh. Dalam islam apabila seseorang telah Baliqh 

maka boleh melangsungkan pernikahan. Dalam suatu asas pernikahan 

menyatakan bahwa pernikahan boleh dilangsungkan apabila kedewasaan 

yang telah terbentuk bagi calon mempelai baik secara fisk maupun 

mental.
45

 Sebagai mana yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 , bahwa laki-laki dan perempuan boleh menikah 

apabila sudah berumur 19 Tahun Jika mereka tetap melangsungkan 

perrnikahan dibawah umur, maka menurut undang-undang mereka harus 

mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan. Dengan ini 
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bisa saja hakim mengabulkannya, dengan syarat telah Baliqh, siap mental 

dan fisik, dan lain-lain.  

4. Adanya keinginan untuk segera dilaksanakannya menikah.
46

 Yaitu kedua 

calon mempelai sudah siap dan mantap untuk melangsungkan perkawinan, 

bersiap untuk bertanggung jawab dan berumah tangga apapun 

konsekuensinya. Walapun telah disebutkan dalam Undang-undang 

pernikahan bahwa laki-laki dan perempuan boleh menikah apabila 

keduanya telah mencapai umur 19 tahun. Tetapi dengan keinginan mereka 

yang kuat dan atas persetujuan mereka, maka hal ini dapat mendukung 

terjadinya pernikahan diantara keduanya dengan syarat mengajukan 

permohonan dispensasi perkawinan.  

5. Takut terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yaitu dikhawatirkan 

apabila mereka melakukan hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan akan 

menimbulkan pelanggaran norma terutama pada norma agama. 

Dikarenakan di era zaman sekarang pergaulan anak-anak sangatlah bebas, 

apalagi mereka menjalin hubungan dengan berpacaran. Dan ditakutkan 

kurangnya pengawasan orang tua karena tidak bisa mengawasi anak 

sampai 24 jam. Hal itu membuat orang tua takut dan khawatir jika terjadi 

hal yang tidak diinginkan dan kelewatan sehingga jatuh ke perzinahan.
47

. 

Jadi dengan ditakutkannya terjadi suatu kemudratan, orang tua biasanya 

mengizinkan apabila anak-anak mereka melaksankan pernikahan, agar 

terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 
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6. Telah memiliki penghasilan yang cukup. Di era sekarang banyak anak-

anak muda yang menjadi pengusaha atau telah memiliki pekerjaan yang 

tetap. Dengan penghasilan yang cukup mereka mampu membiayai diri 

sendiri bahkan orang tua mereka sendiri. Maka dari itu, sebahagian mereka 

beranggapan bahwa mereka sudah siap untuk mencari pendamping agar 

segera mendapatkan pasangan hidup, karena dengan pengahasilan yang 

mereka dapat, mampu membina rumah tangga nanntinya. Dan sudah 

mampu memberikan tanggu jawab, karena mapan saja tidak cukup untuk 

syarat menikahi seseorang, tanggung jawablah yang utama. 

7. Telah hamil diluar nikah. Faktor ini bisa dikatakan merupakan faktor 

penyebab menikah di usia muda yang terbesar. Banyak anak-anak yang 

terpengaruh dengan gaya kehidupan yang serba bebas. Jika hal yang tidak 

dinginkan tersebut telah terjadi, mau tak mau orang tua harus menikahkan 

mereka. Untuk menghindari hal-hal buruk selanjutnya yang akan terjadi. 

Tak banyak laki-laki apabila sudah berbuat tetapi mau bertanggung jawab, 

jika hal tersebut sudah terjadi maka orang tua si perempuan yang akan 

bertanggung jawab kepada anaknya tersebut.  

Adapun menurut pendapat Maria Ulfa Subadio yang menyebutkan sebab-

sebab terjadinya pernikahan dini, diantaranya: 

1. Tidak mengerti atau pun acuh mengenai akibat buruk karena pernikahan 

dibawah umur, baik si mempelai maupun keluarganya sendiri. 

2. Berkeingin segera mendapatkan anggota keluarga baru atau orang tua yang 

berkeinginan segera di beri cucu. 
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3. Adat kebiasaan. Kebanyakan orang desa menikahkan anaknya karena 

kebiasaan adat yang mereka tempati.
48

 

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, sangat berpengaruh 

bagi remaja-remaja yang masih muda. Faktor yang paling utama penyebab 

pernikahan di usia dini ialah akibat kecelakan atau bisa di sebut hamil di luar 

nikah. Kurangnya pengawasan orangtua dan pergaulan anak yang terlalu bebas. 

Adapun faktor lain yaitu anak-anak yang melakukan perkawinan ini sudah cukup 

mengerti atau dewasa jika mengenai sebuah perkawinan, ada yang beranggapan 

jika sudah Baliqh maka boleh melaksanakannya, karna sejatinya umur bukanlah 

sebuah patokan yang dapat dikatakan dewasanya seseorang. Dan ada juga si calon 

mempelai pria sudah cukup mapan atas tanggung jawab baik materi dan 

sebagainya. Faktor dorongan dari keluarga bahwa juga bisa bahwa anaknya harus 

melangsungkan pernikahan karena sudah menjadi kebiasaan atau mengrapkan 

anggota tambahan dari sang anak yang biasa disebut cucu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

Maria Ulfa Subadio, Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia, (Yogyakarta: UGM Press, 

1987), h. 147-148 



37 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dapat dinyatakan sebagai karya ilmiah ialah sangat ditentukan dari 

metodenya. Dalam hal ini, Metode penelitian adalah ilmu yang mengenal jalan 

yang dilewati untuk mencapai pemahaman dan harus dipercayai kebenarannya. 

Metode merupakan cara yang digunakan oleh penulis untuk mencari serta 

mengumpulkan data untuk meneliti suatu masalah. Dan yang dimaksud dengan 

penelitian ialah usaha untuk meneliti atau memeriksa suatu gejala dengan hati-hati 

dan cermat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ialah upaya atau 

usaha yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data serta bagaimana 

cara penyelesaian permasalahan, dan ini dilakukan melalui sebuah penelitian.
49

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang 

merupakan mengkaji hukum yang di jadikan aturan sebagai norma atau kaidah 

yang berlaku dimasyarakat, yang menjadi tumpuan perilaku setiap orang. Dalam  

penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka, yang dimana sebagai alat 

pendukung dan juga sebagai sumber lain yang didapat kan melalui buku  dan 

sebagainya. Penelitian ini menyajikan hasil data yang telah didapatkan dari 

lapangan, tentang batasan perkawinan. Terkait perkawinan dibawah umur pada 

masyarakat Kecamatan Manyak Payed. Selanjutnya dilakukan analisis untuk 
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memperoleh data yang berguna untuk membantu penulis dalam melaksanakan 

penelitian terhadap Batasan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019 terhadap Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kec. Manyak Payed Kab. 

Aceh Tamiang. Disini penulis juga turun langsung ke lapangan untuk melihat dan 

mengumpulkan data, yang dimana disebut juga sebagai penelitian sosiologis.  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah Kecamatan Manyak Payed. 

Kecamatan yang terletak di jalan lintas Medan-Banda Aceh. Dalam pemilihan 

lokasi, telah di lakukan survey penelitian, sebelum dilakukannya penelitian yang 

lebih dalam lagi terkait permasalahan yang akan diangkat. Karena ada beberapa 

hal yang harus dikaji terhadap fenomena batasan perkawinan yang terjadi pada 

masyarakat Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang yang masih terjadi, serta 

mencari sumber-sumber data yang bersangkutan. Dan dalam penelitian ini juga 

melakukan penelitian di KUA Kecamatan Manyak Payed untuk mendapatkan 

informasi dan data yang diperlukan. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian  ini menggunakan deskriptif kualitatif. Yakni 

penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta objek penelitian dan 

dijabarkan berdasarkan uraian. Yang bertujuan untuk menjelaskan secara 

mendalam dan mengambarkan bagaimana fenomena yang terjadi ditengah-tengah 

masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Dan melihat bagaimana batas usia 
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pernikahan yang terjadi pada masyarakat Kec. Manyak Payed, serta menganalisis 

secara urut mengenai fenomena yang terjadi.
50

  

D. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari orang yang 

bersangkutan, lalu diamati dan dicatat nantinya.
51

 Dan hasil yang diperoleh 

secara langsung dilokasi penelitian, yang dilakukan dengan wawancara 

supaya mendapatkan responden dari yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari 

pihak lain. Biasanya, data sekunder berbentuk dokumen yang sudah ada. 

Dalam sumber penelitian ini penulis menggunakan bahan lain seperti buku-

buku, skripsi, dan jurnal yang berhubungan langsung dengan penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian disebut sebagai hal yang sangat 

penting. Karena dengan mengetahui cara pengumpulan data secara benar maka 
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peneliti dapat data-data yang kuat sesuai dengan tujuan.
52

 Jadi dalam penelitian ini 

penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Observasi 

Penelitian ini langsung diadakan dilokasi pengamatan untuk mendapatkan 

data. Metode observasi ini merupakan kegiatan yang bertujuan 

mengumpulkan data yang diperoleh dari pihak bersangkutan yang nantinya 

akan diambil kesimpulan dari data yang sudah diperoleh, baik dari sesuatu 

yang dapat dilihat, dihitung, dan didengar. Dalam penelitian ini, pengamatan 

di peroleh langsung dari tempat yang memang menjadi tujuan penelitian, 

yaitu pada masyarakat Kec. Manyak Payed.  

2. Wawancara  

Data utama dalam penelitian ini didapat dengan cara wawancara. 

Wawancara atau interview ialah suatu dialog yang dilakukan oleh dua orang 

untuk mendapatkan informasi yang akurat.
53

 Dalam wawancara ini 

pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan secara lisan antara penulis 

dan responden. Pihak yang diwawancara ialah masyarakat yang 

bersangkutan. Wawancara ini memiliki maksud serta tujuan yaitu untuk 

mencari informasi dan memperdalam atas fenomena yang terjadi. Wawancara 

dalam penelitian ini ada dalam bentuk formal maupun informal yaitu yang 

berisikan tanya jawab dengan beberapa pertanyaan. Wawancara yang 

dilakukan secara formal yaitu wawancara untuk memperoleh informasi dari 
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responden, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan. 

Adapun wawancara informal yaitu wawancara yang memperoleh informasi, 

tanpa adanya persiapan pertanyaan sebelumnya. 

Adapun jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah 

wawancara formal yang dimana untuk menggali informasi dari narasumber. 

Adapun wawancara formal ini dilakukan yaitu bersama bapak Syahfuddin, 

selaku ketua KUA Kecamatan Manyak Payed, yang menjelaskan sedikit 

mengenai batas usia perkawinan dan juga praktik pernikahan dibawah umur 

yang terjadi di Kecamatan Manyak Payed. Selanjutnya wawancara yang 

dilakukan bersama masyarakat yang bersangkutan dengan praktik pernikahan 

dibawah umur.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan langkah awal dalam penelitian untuk 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa benda-benda 

tertulis maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan diteliti. Ada beberapa beberapa dokumen yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini, diantaranya buku-buku, jurnal yang membahas tentang 

Batasan usia perkawinan, serta data-data yang diperoleh dari kantor KUA 

berupa data pernikahan yang terjadi dibawah umur.  

F. Analisis Data 

Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis 

data setelah data terkumpul, yang dimana nantinya akan diolah dan ditata. 
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Analisis data juga digunakan untuk pengamatan data yang dimana nantinya 

dapat diuraikan dengan baik serta untuk menemukan tujuan dan infomasi yang 

bermanfaat sampai kesimpulan akhir. Dalam menganalisis data penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi dan juga data 

yang ingin diperoleh. Pada penelitian ini menggunakan beberapa cara analisis 

data, diantaranya: 

1. Reduksi Data 

Yakni data yang dihasilkan dari lapangan berupa hasil wawancara 

terhadap narasumber selaku masyarakat Kec. Manyak Payed Kab. Aceh 

Tamiang. Yang berguna untuk memberikan gambaran lebih jelas terkait data-

data yang didapatkan pada hasil pengamatan serta memudahkan penulis untuk 

mencari jika sewaktu-waktu akan dibutuhkan. 

2. Vertivikasi dan konluksi 

Yakni tahap terakhir dalam penyimpulan bahan penelitian yang telah di 

dapatkan. Dengan tujuan untuk mempermudahkan proses penelitian dan 

proses penganalisaan data.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang 

a. Sejarah Singkat Kecamatan Manyak Payed 

Aceh kaya dengan kisah dan juga lagenda, salah satunya sejarah 

tentang Manyak Payed. Yang awal mulanya terjadi Ketika pasukan 

Majapahit mendatangi daerah Aceh Tamiang karena memiliki tujuan 

untuk menyatukan nusantara, namun ada alasan lain selain menyatukan 

nusantara, ia tertarik dengan kecantikan Putri bungsu dari Raja Muda 

Sedia yang bernama Putri Lindung Bulan. Bersama dengan Gajah Mada 

kawanan Majapahit yang berjumlah ribuan menyerang raja-raja yang 

terletak dipulau jawa. Setelah mereka mendapatkan kemenangan lalu 

Majapahit kembali menyebar ke wilayah pulau Sumatra dan wilayah-

wilayah lainnya. Kawanan Gajah Mada terus melakukan penyerbuan 

sampai akhirnya di wilayah Manyak Payed yang dikenal sekarang.  

Awal mula penyerangan dimulai Ketika Gajah Mada meminang Putri 

Lindung Bulan, lalu sang ayah yaitu Raja Muda Sedia menolak pinangan 

tersebut. Gajah Mada marah dan melakukan penyerbuan ke kerajaan 

Benua Tamiang. Dengan dikirimkannya bantuan bala tantara yang 

dipandu oleh panglima perang yang dimana diceritakan memiliki ilmu 

kebal. Setelah beberapa waktu Gajah Mada bertemu muka dengan 

kawanan Kerajaan Aceh yang di ketuai oleh panglima Hantom Manoe, 

43 
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bukan nama sebenarnya tetapi yang memiliki arti bahwa panglima 

tersebut tidak boleh mandi karena bisa melunturkan kekebalan pada 

tubuhnya. Perang pun terus berjalan selama 7 hari tujuh malam, yang 

dimana pada akhirnya Gajah Mada kalah dan terbunuh ditangan panglima 

Kerajaan Aceh. Lalu Kerajaan Majapahit pun mundur atas kekalahan 

mereka. Jadi untuk mengenang kemenangan Kerajaan Aceh dan 

kekalahan Gajah Mada. Maka wilayah yang dijadikan sebagai tempat 

berlangsungnya peperangan itu dinamakan kampung Maja Pahit, yang 

berasal dari nama Kerajaan Majapahit. 

Namun nama kampung tersebut diralat menjadi Manyak Payed, yang 

di sekarang dijadikan kecamatan Manyak Payed. Yang memiliki jumlah 

penduduk ±69.799 jiwa.
54

 

b. Keadaan Geografis 

Kecamatan Manyak Payed terletak antara LU: 04°20’52,00”-

04°32’57,00” dan BT: 97°49’52,00”-98°10’34,00”. Kecamatan Manyak 

Payed memiliki luas tanah daratan 8888,5 Km² luas tanah hutan 2254,50 

Km², dan luas tanah perkebunan 1253,06 Km². Kecamatan ini berada di 

iklim tropis yang dimana sekitan bulan Juni sampai Desember biasanya 

mengalami musim hujan. Dan pada bulan Januari sampai bulan Juni 

memasuki musim kemarau. 
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Kecamatan ni memiliki 4 mukim, yaitu Tualang cut, Manyak Payed, 

Raja Tuha, dan Gunung Mesjid. Yang dimana terbagi lagi ke dalam 36 

Desa, yaitu: 

 Tualang Cut: Sapta Marga, Pahlawan, Tualang Baro, Ie Bintah,        

Lhok Medang Ara, Matang Cincin, Matang Ara Jawa, Matang Ara 

Aceh, Sampaimah dan Geulanggang Meurak. 

 Manyak Payed: Simpang Lhee, Seuneubok Cantek, Kasih Sayang, 

Meunasah Paya, Merandeh, dan Kampong Mesjid. 

 Raja Tuha: Dagang Setia, Tanjong Neraca, Ujung Tanjung, Raja 

Tuha, Lueng Manyo, Alue Ie Puteh, Seunebok Pidie, Geudham, 

dan Alue Sentang. 

 Gunung Mesjid: Buket Panjang Satu, Seunebok Baro, Buket 

Panjang Dua, Buket Paya, Benteng Anyer, Paya Ketenggar, 

Seunebok Punti, Pandan Sari, Paya Baru, Bandung Jaya, dan 

Kreung Sikajang. 

c. Letak Wilayah  

Kecamatan Manyak Payed adalah salah satu wilayah masuk pada 

Kabupaten Aceh Tamiang. Yang memiliki ketinggian 200-900 M diatas 

permukaan laut, dan memiliki luas wilayah sekitar 267,11 Km². 

Secara teratur Kecamatan Manyak Payed dibatasi oleh: 

 Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Langsa 



46 

 

 

 Sebelah Timur Berbatasan dengan Karang Baru 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Bendahara. 

d. Pendidikan  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan 

kesadaran dan kualitas hidup manusia. Dalam visi misi memajukan 

tingkat Pendidikan, dengan iringan waktu Kecamatan Manyak Payed 

secara bertahap membangun fasilitas bidang Pendidikan yang di sediakan 

untuk masyarakat guna menciptakan sumber daya manusia yang 

bermanfaat untuk semua orang. Berikut terdapat beberapa sarana 

Pendidikan beserta jumlah, diantaranya:
55

  

 TK/RA    : 21  

 SD/MIN/MIS   : 20  

 SMP/MTSN/MTSS  : 8 

 SMA/MAN/MAS/SMKS : 7 

e. Mata pencaharian 

Adapun mata pencaharian/profesi yang ada di Kecamatan Manyak 

Payed, diantaranya: PNS 15%, pedagang 5%, petani dan nelayan 43%, 

buruh 10%, pengusaha/professional 3%, tidak tetap 27%. Dengan jumlah 

penduduk kurang lebih 34.210 jiwa. Sebagian masyarakat memang lebih 

besar mengambil profesi sebagai petani dan nelayan.  
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2. KUA Kecamatan Manyak Payed 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manyak Payed terletak di jalan 

Medan-Banda Aceh, beralamat di Desa Tualang Baro Kecamatan Manyak 

Payed. Dan dibangun sekitar tahun 80-an dan melalui beberapa perpindahan 

bangunan, sekarang KUA Kecamatan Manyak Payed ini terletak diantara 

koramil dan juga kantor polisi. 

Penelitian dalam skripsi ini juga melakukan penelitian di KUA Kecamatan 

Manyak Payed. Pemilihan pada lokasi ini telah di survey sebelum melakukan 

penelitian lebih jauh. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah diharapkan 

mendapatkan informasi terkait praktik perkawinan di bawah umur. Dan juga 

ingin mengetahui peran KUA terhadap permasalahan pernikahan dini.  

B. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019 

Pernikahan di usia dini atau belum mencapai kata dewasa ialah seseorang 

yang melangsungkan  pernikahan pada usia belum dewasa atau di bawah usia 

yang ditetapkan oleh Undang-undang. Di Indonesia batas usia perkawinan telah 

diatur dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah menjadi 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan. Yang disebutkan 

dalam pasal 7, yaitu: “pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sama-sama 

sudah mencapai umur 19 tahun”. Sebelum terjadinya perubahan Undang-undang 

tersebut, disebutkan bahwa batas usia minimal menikah yang diatur Undang-
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undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah “laki-laki berumur 19 Tahun dan perempuan 

berumur 16 Tahun”.  

Adapun perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan ini membahas batas usia untuk melaksanakan pernikahan, 

perbaikan norma tersebut ialah dengan menaikkan batas usia minimal menikah 

bagi perempuan. Jadi batas minimal umur untuk menikah bagi perempuan itu 

disamakan dengan laki-laki yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Dengan 

ditetapkannya perubahan batas usia minimal menikah bagi perempuan ialah di 

umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melakukan pernikahan 

serta dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa berakhir pada 

perceraian. Dan dengan dinaikan batas usia nikah bagi perempuan ini pula, 

diharapkan bisa menurunkan resiko laju kelahiran dan kematian baik ibu maupun 

anaknya. Serta dapat terlaksanakannya hak-hak anak saat tumbuh kembangnya 

dan peran orang tua dalam memberikan pendidikan setinggi mungkin kepada 

anak. 

Menurut Undang-undang sendiri, tidak ditemukan istilah perkawinan 

dibawah umur, tetapi apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

perkawinan pasal 7. Berdasarkan Undang-undang tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pernikahan dibawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang 

yang belum cukup umur ataupun yang belum mencapai usia minimal perkawinan. 

Namun, Undang-undang perkawinan sendiri tidak dapat mencegah kemungkinan 

terjadinya perkawinan dibawah umur melalui proses dispensasi yang diajukan 
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dipengadilan, diizinkan atau tidaknya tergantung pada pertimbangan hakim yang 

memeriksa atau mengambil keputusan di pengadilan.  

Dalam Pasal 7 pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa 

batas usia pernikahan diterima atau diizinkan apabila pihak laki-laki telah 

berumur 19 tahun dan pihak perempuan telah berumur 16 tahun. Penetapan 

ketentuan batas usia menikah itu juga dibahas oleh KHI dalam pasal 15 ayat (1) 

dengan menjelaskan tujuan pernikahan ialah untuk menciptakan kemaslahatan 

dalam keluarga. Jadi perkawinan boleh dilaksanakan apabila telah mencapai usia 

yang telah dtetapkan. Jadi dengan penetapan ketentuan tersebut memiliki alasan 

tersendiri yaitu dengan ditetapkannya batas usia pernikahan ialah untuk menjaga 

kesehatan baik untuk suami, istri serta keturunannya nanti, karena dengan kondisi 

tersebut sangat berbahaya dimana tingginya angka perceraian sampai kematian 

seorang ibu saat melahirkan dikarenakan umur yang masih terlalu muda. Dan ini 

berdasarka realita dan sering terjadi di masyarakat. Maka dari itu untuk mengatasi 

persoalan-persoalan masalah menikah di usia muda, pemerintah turut memberikan 

batasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019 dalam pasal 7, yang dimana pernikahan itu diizinkan apabila pria dan 

Wanita sudah mencapai umur 19 tahun, jadi apabila usia telah mencukupi maka 

dibolehkannya untuk menikah.  
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C. Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Manyak Payed 

Kabupaten Aceh Tamiang 

Mengenai perkawinan, kematangan dan juga kedewasaan merupakan hal 

yang paling utama dan sangat diperlukan. Karena banyaknya berita bahwa 

perceraian pada pernikahan usia dini, yang dapat dikatakan bahwa ada pihak yang 

masih belum memahami apa yaitu sebuah pernikahan bahkan belum memiliki rasa 

bertanggung jawab penuh. Tetapi, dalam perkawinan bukan hanya mental dan 

fisik saja yang harus di persiapkan, namun ada hal yang lain yang harus 

diperhatikan salah satunya masalah ekonomi. Yang dimana masalah ekonomi ini 

juga terkadang-kadang sebagai salah satu terjadinya keretakan dalam rumah 

tangga. 

Sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Undang-undang No.16 Tahun 2019, 

yang dimana menyamakan batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan 

yaitu 19 tahun. Karena dengan hukum tersebut sudah jelah bahwa memiliki tujuan 

dan manfaat dari hukum tersebut, yaitu: tujuan kepastian, kemanfaatan, dan 

keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Dengan demikian tidak adanya muncul 

keributan terhadap pihak lain yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Pada penetapan usia yang 

sama antara pria dan wanita itu memberikan efek positif terhadap kesiapan dan 

juga psikologis masing-masing calon. Yang memiliki arti bahwasanya masing-

masing sudah siap melaksanakan pernikahan sebagai suami dan istri dan 

membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan utama.  
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Dalam melakukan penelitian, peneliti mendatangi dan juga melakukan 

wawancara bersama  KUA Kecamatan Manyak Payed untuk mendapatkan 

informasi terkait pernikahan di bawah umur dan beberapa masyarakat yang 

melaksanakan pernikahan di bawah umur. 

Kepala KUA Kecamatan Manyak Payed, bapak Syahfuddin, S.Ag 

mengatakan bahwa setuju dengan penetapan Undang-undang No.16 Tahun 2019 

bahwasanya laki-laki dan perempuan boleh menikah pada usia 19 tahun. Tapi di 

sisi lain ada juga masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bawah umur 

dengan alasan yang tertentu. Jika ada pihak calon pengantin tetap ingin 

melaksanakan pernikahan tetapi umur belum mencapai 19 tahun, maka pihak 

KUA akan menuntun calon pengantin tersebut ke pengadilan untuk melaksanakan 

dispensasi pernikahan serta harus memiliki alasan yang kuat bahwasanya sudah 

siap melaksanakan pernikahan. Jadi sebelum diarahkan ke pengadilan, Kepala 

KUA juga memberikan sedikit arahan bagaimana pernikahan itu, dan sanggupkah 

calon pengantin jika terjadi sesuatu perdebatan dalam sebuah pernikahan. Karena 

sejatinya pernikahan bukanlah persoalan mudah, dan harus dipersiapkan 

semaksimal mungkin.
56

 Jadi kesimpulan wawancara Bersama bapak KUA 

Kecamatan Manyak Payed ialah jika melaksanakan pernikahan tetapi ada calon 

yang belum mencapai umur seperti yang telah ditetapkan, maka harus membuat 

permohonan ke pengadilan agar dilaksanakannya dispensasi pernikahan. 
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Syahfuddin, Kepala KUA Kecamatan Manyak Payed, wawancara pribadi dilakukan di 

KUA Kecamatan Manyak Payed pada pukul 11.56, (23 Juni 2022) 
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Nava Amelia (19 tahun). Bersama nava peneliti melakukan wawancara, yang 

dimana ia merupakan salah satu masyarakat kecamatan Manyak Payed yang 

tinggal di desa Ie Bintah. Pada saat melaksanakan pernikahan umurnya pada saat 

itu masih 18 tahun dan umur suaminya 26 tahun. Ia menjelaskan bahwa 

pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 2021 itu ialah pernikahan yang 

dilakukan tidak dengan keterpaksaan melainkan atas dasar kemauan masing-

masing dari calon mempelai. Dan sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua, 

lalu mereka melakukan pernikahn secara resmi di KUA. Narasumber juga 

menjelaskan bahwa alasan ingin menikah muda karena sudah siap dan memiliki 

keyakinan dalam menjalankan pernikahan, dan mempelai laki-laki juga memberi 

keyakinan bahwa juga sudah siap secara materi.
57

 Jadi sebelum melakukan 

pernikahan narasumber terlebih dahulu membuat permohonan ke pengadilan agar 

mendapatkan dispensasi nikah, atas ingin melaksanakannya pernikahan. 

Kesimpulan hasil wawancara peneliti bersama narasumber di atas ialah, 

kesiapan dan keyakinan untuk melakukan pernikahan ialah utama. Untuk 

kedewasaan sendiri tidak dapat diukur dengan umur. Disini narasumber juga 

menjelaskan bahwa sudah banyak belajar mengenai pernikahan salah satunya 

bagaimana menghadapi  ketika banyak problem yang terjadi dalam pernikahan 

yang dimana harus diselesaikan dengan kepala dingin. Dukungan, restu serta doa 

orang tua juga turut dalam perjalanan pernikahan anak-anaknya 

Ainul Madhiah (19 tahun), salah satu masyarakat kecamatan Manyak Payed 

yang tinggal di desa Ujung Tanjung. Ia menikah pada tahun 2021 pada saat 
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Nava Amelia, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Wawancara pribadi dilakukan 

dirumah Narasumber, Pada Pukul 17.15, (29  Juni 2022) 
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umurnya belum genap 18 tahun dan suaminya berumur 30 tahun. Ia menjelaskan 

bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tidak ada keterpaksaan dari siapapun 

melainkan sudah siap lahir dan batin. Alasannya memilih menikah muda karena 

telah menemukan pasangan yang tepat dan sebelumnya keluarganya dan si calon 

suami juga telah menunggu umur si calon mempelai wanita sampai batas usia 

yang telah ditetapkan, tetapi karena dilihat dari umur si mempelai pria yang sudah 

mampan bahkan sudah sangat cukup untuk melakukan pernikahan maka 

dilangsungkan segera pernikahan tersebut .
58

  Dan mereka melakukan pernikahan 

secara resmi di KUA.  

Kesimpulan hasil wawancara bersama narasumber diatas ialah menjalankan 

pernikahan bahwa umur bukan menjadi suatu batasan untuk melakukan 

pernikahan selagi dengan alasan yang bisa diterima untuk bersungguh-sungguh 

melakukannya. Kesiapan serta keyakinan lah yang utama dalam melakukan 

pernikahan untuk terciptanya keluarga yang sesuai dengan tujuan pernikahan.   

Selanjutkan wawancara bersama Ella Veranica (20 tahun). Melaksanakan 

pernikahan pada tahun 2021 di Desa Matang Ara Aceh, saat umur belum genap 19 

tahun atau bisa diartikan kurang bulan untuk mencapai usia pernikahan dan umur 

sang suami 36 tahun. Adapun alasan narasumber melakukan pernikahan di usia 

muda ialah karena sudah suka sama suka dan sudah ada kesiapan dan juga 

orangtuanya sudah menyetujui pilihannya tersebut, di samping itu juga seperti 

narasumber sebelumnya bahwa mempelai laki-lakinya telah berumur, atau bisa 
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Ainul Madhiah, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Wawancara pribadi dilakukan 

dirumah Narasumber, Pada Pukul 16.30, (30 Juni 2022)   
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dikatakan umurnya sudah matang untuk melaksanakan pernikahan.
59

 Dalam 

pelaksanaan nikah tersebut tidak adanya paksaan dari pihak siapa pun mereka 

melakukan atas dasar sudah siap dan sudah berkeyakinan bahwa bisa menjalankan 

kehidupan rumah tangga.  

Hasil wawancara bersama beberapa narasumber di atas, bisa disimpulkan 

bahwa memang benar umur bukanlah sebuah patokan untuk menunjukan 

kedewasaan seseorang. Bahkan mereka menikah atas pilihan mereka bukan atas 

dasar paksaan atau faktor lain dan dalam pelaksanaannya juga sudah 

mempersiapkan segala sesuatu mulai dari secara biologis sampai ekonomi. Orang 

tua pun menyetujui dengan alasan anaknya ingin menikah, dengan syarat mereka 

sudah yakin dan siap untuk melakukan pernikahan. Pernikahan di usia muda juga 

bisa dikatakan bentuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan, yang dimana 

ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.  

Kantor Urusan Agama atau yang biasa di sebut KUA, khususnya KUA 

Kecamatan Manyak Payed ialah sebuah lembaga yang berperan dalam 

pencegahan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Manyak Payed, dikarenakan 

KUA lah yang dapat dipercaya bisa mengurangkan tingkat terjadinya pernikahan 

dibawah umur. Walaupun pada hakikatnya masih saja ada yang melakukan 

pernikahan dibawah umur. Karena alasan mereka yang kuat dan juga sudah 

berkeyakinan penuh atas jalan yang dipilih. Hasil wawancara bersama bapak 

KUA mengenai Undang- undang ini, masih banyak yang sadar serta patuh 
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Ella Veranica, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Wawancara pribadi dilakukan 

dirumah Narasumber. Pada Pukul 16.45, (13 Juli 2022) 
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terhadap peraturan yang telah ditetap. Jadi sebelum mengajukan data pernikahan, 

data dan berkasnya diperiksa terlebih dahulu. Apabila ada calon mempelai yang 

umurnya kurang seperti yang telah di tetapkan oleh Undang-undang, maka berkas 

pernikahan tersebut di tolak. Namun jika tetap ingin melakukan pernikahan, calon 

mempelai diarahkan untuk mengurus surat izin atau putusan dispensasi usia 

pernikahan di pengadilan.
60

 Beliau juga menjelaskan bagaimana cara KUA dalam 

mengatisipasi terkait perkawinan di bawah umur, salah satunya ialah: KUA 

melakukan penyuluhan bersama pihak-pihak khusus untuk bersosialisasi ke 

sekolah-sekolah dan madrasah. Untuk memberikan sedikit penjelasan bagaimana 

pernikahan dibawah umur dan juga bagaimana dampak dari pernikahan di usia 

muda. Memberikan sedikit masukan apabila hendak melakukan pernikahan, harus 

memperhatikan bagaimana kehidupan dalam rumah tangga. Jadi jangan sampai 

melakukan pernikahan dibawah umur yang dimana masih dibilang usia yang 

belum matang untuk melaksanakan pernikahan, karena banyak dampak yang akan 

terjadi.   

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di 

bawah umur di Kecamatan Manyak Payed, salah satu diantaranya ialah : Orang 

tua sudah tidak sanggup mengawasi anaknya, jadi dengan di nikahkan anaknya 

bisa dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Anak yang sudah mapan atau 

sudah siap melakukan pernikahan. Dan ada juga seperti alasan menikah muda 

seperti yang telah di jelaskan diatas bahwa perbedaan umur yang jauh antara 
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Syahfuddin, Kepala KUA Kecamatan Manyak Payed, wawancara dilakukan di KUA 

Kecamatan Manyak Payed pada pukul 12.25, (23 Juni 2022) 
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mempelai wanita dan pria bisa jadi penyebab ingin segera melangsungkan 

pernikahan.  

Pada dasarnya, pemerintah harus ada pendirian terkait pernikahan dibawah 

umur ini, jadi apabila mereka tetap ingin melaksanakan pernikahan tersebut tidak 

terburu-buru atau bisa mengurunkan niatnya. Dan juga sering-sering memberikan 

edukasi kepada masyarakat terkait pernikahan dini, menjelaskan bagaimana 

dampak serta akibat dari pernikahan tersebut. jadi dengan adanya sosialisasi 

tersebut bisa menyadarkan masyarakat. Yang walaupun pada hakikat pernikahan 

dini tidak selalu berdampak buruk, tetapi dilihat juga dari segi apa seseorang 

tersebut melakukan pernikahan di usia dini. Pelaksanaan pencegahan pernikahan 

dini juga harus ada kerjasama antar masyarakat agar lebih maksimal kegiatan 

pelaksanaanya. Jadi dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah bisa 

mengurangi terjadinya pernikahan dibawah umur.
61

  

Upaya dalam penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap 

batas usia pernikahan itu berbagai macam seperti yang telah di jelaskan diatas, 

tinggal bagaimana masyarakat yang menjalankannya. Karena dengan 

ditetapkannya peraturan tersebut pasti sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

pula. Dalam melaksanakan pernikahan harus ada alasan atau tujuan yang jelas, 

karena dengan alasan yang kurang jelas bisa menggoyahkan pendirian yang 

semula kuat menjadi lemah, serta dalam pernikahan juga diperlukannya sebuah 
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Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, “Pelaksanaan undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Terkait Perkawinan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten 

Bandung Barat”, h. 144 
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komitmen antara pasangan suami istri agar terciptanya pasangan yang Sakinah, 

mawadah dan warahmah.  

Berikut beberapa tabel nama data pernikahan dibawah umur pada KUA 

Kecamatan Manyak Payed. Disini penulis hanya memberikan insial nama untuk 

menjaga kenyamanan bersama. 

No. Nama Suami Nama Istri Tanggal Nikah Alamat 

1. EP RR 10-12-2021 Lueng Manyo 

2. AS YR 22-10-2021 Simpang Lhee 

3. MR RR 03-09-2021 Seunebok Cantek 

4. MH R 17-07-2021 Meunasah Paya 

5. ZF EV 11-06-2021 Matang Ara Aceh 

6. N AM 11-06-2021 Ujong Tanjong 

7. RI SPS 21-05-2021 Bandung Jaya 

8. MDS T 19-01-2021 Meurandeh 

 

D. Analisis Penulis 

Analisis penulis mengenai Batasan usia perkawinan dalam Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik pernikahan dibawah umur di Kecamatan 

Manyak Payed ialah: 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernikahan telah diatur dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang telah diubah menjadi 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang mengatur pernikahan boleh 

dilakukan apabila laki-laki dan wanita telah berusia 19 tahun.  
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Dengan ini, penulis setuju dengan adanya peraturan yang sebagaimana telah 

ditetapkan, karena mengingat maraknya terjadi pernikahan dibawah umur. Tetapi 

dalam pelaksanaan pernikahan dibawah umur ini tak selamanya menimbulkan 

efek negatif, bahkan banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur ini 

supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada salah satu cara yang 

dilakukan supaya tidak terjadinya perkawinan di bawah umur, salah satunya yaitu 

menghindarinya. Dengan cara apabila kedua calon mempelai tetap ingin 

melangsungkan pernikahan, maka harus ada jaminan dan juga pernyataan yang 

harus dipenuhi.  

Berdasarkan penelitian yang di lakukan penulis di Kecamatan Manyak 

Payed, praktik perkawinan dibawah umur ini masih terjadi. Tetapi banyak 

diantara mereka juga sadar akan aturan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara 

bersama narasumber selaku masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah 

umur mereka menjelaskan bahwa, mengetahui mengenai peraturan tentang batas 

usia pernikahan. Tetapi dengan keyakinan mereka yang kuat maka mereka tetap 

melaksanakan pernikahan tersebut. Dengan kata lain, usia bukanlah suatu patokan 

dalam menentukan kedewasaan seseorang. Bahkan pernikahan tersebut juga 

berdasarkan keinginan mereka sendiri dan bukan secara keterpaksaan.  

Sebelum melakukan proses lebih lanjut melaksanakan pernikahan, mereka 

akan melalui proses dispensasi nikah yang di lakukan di pengadilan. Disana 

hakim memberikan keputusan, tidak hanya sekedar keputusan saja hakim juga 

menanyakan akan kesiapan mereka dan kesungguhan mereka atas ingin 

melaksanakannya pernikahan. Di KUA setempat juga ada membuat usaha untuk 
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mengatisipasi mengenai perkawinan di bawah umur, diantaranya yaitu: KUA 

melakukan penyuluhan bersama pihak-pihak khusus untuk melakukan sosialisasi 

ke sekolah-sekolah dan menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan 

pernikahan dibawah umur serta bagaimana dampaknya.  

Adapun peran KUA dalam mengurangi pernikahan dibawah umur ini sangat 

beragam, salah satunya ialah melakukan sosialsasi kesekolah sekolah guna 

memberikan masukan-masukan mengenai pernikahan. Apa-apa saja yang akan 

dilewati pada masa-masa menjalankan pernikahan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Ketentuan batas usia pernikahannya itu diatur dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan telah terjadi perubahan menjadi Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, yang berisi: 

“Pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sama-sama mencapai umur 

19 tahun”. Pada Undang-undang sebelumnya itu disebutkan bahwa 

pernikahan boleh dilaksanakan apabila telah mencapai umur 16 tahun 

bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki.  

2. Praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Manyak Payed. Tidak 

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2019. Karena masih ada yang melaksanakan pernikahan di 

bawah umur, tetapi dengan ini masih terus dilakukan upaya untuk 

mengurangi terjadinya pernikahan tersebut. Upaya-upaya yang di lakukan 

pihak KUA Kecamatan Manyak Payed diantaranya ialah melakukan 

sosialisasi ke sekolah-sekolah serta memberikan edukasi-edukasi tentang 

pernikaha di bawah umur serta dampak dan akibat. 
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B. Saran 

1. Untuk pihak-pihak yang bersangkutan agar terus melakukan sosialisasi 

mengenai Undang-undang pernikahan secara menyeluruh dan 

ditingkatkan lagi kegiatan yang terkait dengan permasalah tersebut. agar 

bisa mengurangi pernikahan dibawah umur. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapakan penelitian ini bisa menjadi 

rujukan untuk peneliti selanjutnya yang mungkin ingin melakuan 

penelitian dengan kasus yang sama. 

3. Untuk para pembaca, diharapkan penelitian ini mampu menambah ilmu 

serta wawasan tentang permasalah yang sering terjadi ditengah 

masyarakat.  
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